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PROVINSI JAWA TENGAH

SINERGI TATA KELOLA DI ATAS KERTAS
Lukman Hakim

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  UNS

1. Dinamika Provinisi Terkini

1.1 
Kondisi Umum Geografis, Demografis, Sosial dan Ekonomi 

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Jawa yang diapit oleh dua provinsi besar, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Luas wilayah Jawa Tengah (2010) tercatat sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa atau 1,70 persen dari luas Indonesia. Jawa Tengah mempunyai 29 kabupaten dan 6 Kota yang terdiri dari 573 kecamatan dan 8.578 desa / kelurahan.
Jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 2011 tercatat sebesar 32,64 juta jiwa atau sekitar 13,54 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Dengan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan seimbang, yakni laki-laki sebear16,09 juta dan perempuan mencapai 16,26 juta atau 49% dibanding dengan 51%. 

Sementara itu,  berdasarkan hasil Sakernas, angkatan kerja di Jawa Tengah tahun 2011 mencapai 16,92 juta orang atau naik sebesar 0,37 persen dibanding tahun sebelumnya. Tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk Jawa Tengah tercatat sebesar 70,77 persen. Tingkat angka pengangguran terbuka di Jawa Tengah mencapai sebesar 5,93 persen. Bila dibedakan menurut status pekerjaan utamanya, pekerja/karyawan sebesar 28,19 persen. Status pekerjaan ini lebih besar dibanding status pekerjaan lain dibandingkan dengan berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, berusaha sendiri dibantu buruh tetap dan pekerja lainnya masing-masing tercatat sebesar 16,12 persen, 21,19 persen, 2,97 persen dan 31,53 persen. Sementara itu, jika dilihat dari sudut sektoral, sektor tersier atau jasa dimasuki sekitar 39,50 persen pekerja yang merupakan sektor terbanyak menyerap pekerja Sektor lainnya yaitu sektor primer (pertanian) dan sektor sekunder (industri), masing- masing menyerap tenaga kerja sebesar 34,46 persen dan 26,04 persen.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2011 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000, lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu 6,01 persen  jika dibandingkan pada tahun 2010 sebesar 5,84 persen. Pertumbuhan riil sektoral tahun 2011 mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 8,56 persen, namun peranannya terhadap PDRB hanya sekitar 5,85 persen. Sektor pertanian ternyata mengalami pertumbuhan yang paling rendah pada tahun 2011, yaitu sebesar 1,31 persen. 

Sementara itu, jika dilihat dari sudut sektoral, sektor industri pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Jawa Tengah yaitu sebesar 33,31 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 6,74 persen. Sektor jasa yang terdiri atas perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor dominan yang memberikan sumbangan bagi perekonomian Jawa Tengah sebesar 19,71  persen dengan pertumbuhan riil sebesar 7,53 persen. Sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 1,33 persen, masih mempunyai peranan yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi, karena mampu memberi andil sebesar 19,07 persen. Pada tahun 2011, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku mencapai 15,4 juta rupiah, naik 11,97 persen dari tahun sebelumnya. Sementara untuk PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 mencapai 6,1 juta rupiah atau meningkat 5,86 persen. 

Situasi perekonomian yang semakin membaik menyebabkan semakin berkurangnya penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Seperti  ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin sebesar 6,12 juta atau sekitar 18,99 persen dari total penduduk Jawa Tengah. Garis kemiskinan pada tahun tersebut mencapai 181.877 rupiah per kapita. Kemudian jumlah penduduk miskin tahun 2009 menurun menjadi 5,66 juta atau sekitar 17,48 persen dari total penduduk Jawa Tengah, dengan batas miskin sebesar 201.651 rupiah per kapita per bulan. Pada tahun 2010 penduduk miskin menurun lagi menjadi 5,22 juta atau sekitar 16,11 persen dari total penduduk Jawa Tengah dengan batas miskin 217.327 rupiah per kapita per bulan. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011 adalah sebesar 72,94, dimana masih di atas rata-rata nasional sebesar 72,77.  Nilai IPM Provinsi Jawa Tengah ini menduduki urutan ke 14 dibandingkan Provinsi Lain di Indonesia. 

2. 
Isu-isu Tata Kelola Provinsi 
2.1 
Analisis Interaksi Antar Arena


Secara umum dari Arena Pemerintah dan Birokrasi menganggap bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini semakin membaik. Selain adanya capaian yang memuaskan dalam pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga juga ada penilaian dari pihak eksternal yang cukup menggembirakan. Beberapa fakta yang disampaikan oleh Setda Provinisi bahwa semakin banyaknya penghargaan yang terima oleh Provinsi Jawa Tengah sebagai salah provinsi dengan pelayanan publik terbaik. Pada tahun 2012 oleh Kementerian PAN dan RB memberikan penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) kepada Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagai terbaik pertama dan kedua dalam bidang pelayanan publik.
 Penghargaan ini menandakan bahwa telah terjadi perbaikan tata kelola Provinsi Jawa Tengah hingga saat ini.  

Selain itu, Arena Pemerintah dan Birokrasi juga menganggap bahwa dari sudut perencanaan juga mendorong sistem perencanaan dan penganggaran partisipatif melalui Musrenbang yang dimulai dari tingkat kelurahan sampai tingkat nasional. Sistem ini menjamin partisipasi masyarakat lebih luas yang mengedepankan perencanaan dari bawah (bottom up). Untuk menunjang kesesuaian perencanaan dan penyerapan anggaran, Pemprov senantiasa mendorong monitoring dan evaluasi tiap tiga bulan.
Sementara itu, menurut pandangan Arena Masyarakat Sipil dan Masyarakat ekonomi capaian Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi terbaik dalam pelayanan publik belumlah cukup. Karena dalam pengamatan mereka praktek-praktek negatif seperti kolusi antara pemerintah dan pelaku bisnis.  Kasus yang mencuat dipermukaan adalah pembangunan Mall di Solo dimana Pemprov memaksakan sebuah tempat untuk didirikan mall dimana oleh Pemkot Solo ditolak karena tempat tersebut termasuk dalam Cagar Budaya. Kasus ini bisa dibaca bahwa sang pengusaha melakukan ”kongkalikong” dengan Pemprov untuk memuluskan proyeknya, kendatipun bertentangan dengan ketentuan yang ada. 


Selain itu, Arena Masyarakat Sipil juga menyatakan bahwa di luar sistem Musrenbang, tidak ada tindakan partisipatif yang melibatkan organisasi masyarakat sipil (OMS) sebagai mitra kritis dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Ini juga merupakan bukti bahwa ruang partisipasi dari para pemangku kepentingan masih sangat terbatas khususnya dalam sistem pastisipasi formal seperti Musrenbang itu. 

Sementara itu, senada dengan Arena Masyarakat Sipil, dari sudut Arena Masyarakat Ekonomi juga masih memandang banyaknya praktek suap dan tidak maksmimal dalam menegakkan peraturan. Ini menyebabkan pemerintah tunduk terhadap pemilik modal dan mengabaikan kepada para pemgangku kepentingan yang lain seperti buruh. Demikian halnya pandangan dari organisasi buruh, yang melihat Pemerintah Provinsi belum adil dalam mengelola hubungan industrial yakni masih memihak kepada pengusaha dan mengabaikan aspirasi buruh. Beberapa bukti disodorkan antara lain UMR di Jawa Tengah masih lebih rendah dibandingkan Provinsi lain. Memang di satu sisi ini merupakan rendahnya UMR akan meningkatkan kegairahan investasi, namun di sisi lain akan menekan penghasilan pekerja.     

Sementara itu, sebagai garda terdepan melakukan advokasi Arena Masyarakat dan Masyarakat Ekonomi merasakan bahwa diantara mereka sendiri sampai saat ini belum bisa bersatu dalam menyuarakan aspirasinya. Bahkan dalam beberapa kasus, diantara mereka sendiri juga kadang saling curiga bahkan menyerang satu dengan yang lainnya. Maka di sinilah diperlukan penyatuan pandangan dan agenda-agenda bersama untuk memberikan evaluasi dan masukan agar tata kelola birokasi menjadi semakin lebih baik. 

2.2 Analisis kesenjangan Langkah-langkah Perbaikan

Berikut ini adalah analisis kesenjangan dan langkah-langkah perbaikan. Analisis langkah perbaikan dari masalah-masalah di atas seperti adalah agar Arena Pemerintah dan Birokrasi mengurangi praktek-praktek kolusi dengan pengusaha dengan meningkatkan sistem pelayanan yang lebih transparan. Upaya-upaya ini memang telah dilakukan seperti adanya Perizinan Satu Atap (one stop service), namun untuk tingkat Provinsi  harus lebih ditingkatkan lagi. Sementara untuk Arena Masyarakat dan Masyarakat Ekonomi harus lebih meningkatkan daya juang untuk melakukan advokasi dengan jalan memanfaatkan mass media dan media sosial untuk memberikan masukan dan alternatif solusi bahkan semakin kritis terhadap praktek-praktek yang tidak benar.


Demikian pula dalam proses perencanaan dan penganggaran. Seharusnya Arena Pemerintah dan Birokrasi lebih memberikan ruang bagi Arena Masyarakat Sipil dan Masyarakat Ekonomi Syariah dalam proses perencanan baik dalam  musrenbang maupun dalam skema yang lain.  Ini penting karena dengan semakin banyaknya melibatkan para pemangku kepentingan, output perencanaan semakin baik.  


Sementara itu, untuk mengurangi kesalahpahaman diantara Arena Masyarakat dan Masyarakat Sipil maka perlu ditingkatkan konsolidasi dan koordinasi antara mereka. Salah satu cara untuk menyatukan mereka adalah melalui dengan meningkatkan forum-forum diskusi untuk menyamakan persepsi dan agenda dalam rangka mensinergikan kepentingan dan komitmen demi mendorong kualitas pelayanan publik di daerah.
3.
Analisis Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Governance)
3.1
Perbandingan Indeks Provinsi dengan Rata-rata Nasional


Secara umum dari hasil IGI Provinsi Jawa Tengah adalah cukup baik dimana nilainya masih di atas rata-rata nasional. Skor IGI 2012 adalah sebesar 5,85 sementara rata-rata nasional adalah sebesar 5.67. Namun apabalia dibandingkan dengan dua Provinisi besar di Jawa yakni Jawa Timur dan Jawa Barat, indeks Jawa Tengah dan rangkingnya adalah masih rendah. Indeks untuk Jawa Timur adalah 6,38 mendapatkan peringkat ke-2, sedangkan indeks Jawa Barat sebesar 5,94 yang memperoleh rangking ke-15. Sementara itu, Jawa Tengah menempati rangking ke-16. Ini menandakan bahwa Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat termasuk dalam kelompok indeks yang cukup, sementara Jawa Timur termasuk cenderung baik. Peringkat  ke-16 untuk Provinsi Jawa Tengah sejatinya merupakan peningkatan bila dibandingkan dengan hasil Partnership Governance Index (PGI) tahun 2008, dimana hanya mencapai rangking ke-22.
3.2
Perbandingan antar Indeks Arena Tertinggi vs Terendah


Penyumbang terbesar pertama dari IGI 2012 Provinsi Jawa Tengah adalah Arena Masyarakat yang mencapai 6,40 yang lebih tinggi dari pada rata-rata nasional 6,33. Penyumbang indeks terbesar kedua dan ketiga adalah Arena Birokrasi dan Arena Masyarakat Ekonomi yakni masing-masing sebesar 6,18 dan 6,03 yang juga lebih tinggi dari rata-rata nasional yakni 5,07. dan 5,78.  Sementara penyumbang indeks paling rendah adalah arena Pemerintah sebesar 5,01 dimana rata-rata nasional hanya 5,01. Dari sini dapat dinyatakan bahwa relatif kecilnya IGI di Provinsi Jawa Tengah disebabkan oleh  rendahnya indeks Arena Pemerintah itu.
3.3
Perbandingan Prinsip Tertinggi vs Terendah dalam Satu Arena


Dalam analisis IGI ini masing-masing arena dievaluasi dalam enam (6) prinsip tata kelola (governance) yakni partisipasi, keadilan (fairness), akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas. Berikut ini akan diuraikan komposisi enam prinsip tersebut yang menyumbang indeks arena. Indeks Arena Pemerintah adalah relatif rendah yakni 5,01, kendatipun masih di bawah sedikit di bandingkan rata-rata nasional yang sebesar 5,07. Komposisi yang menyebabkan kecilnya Indeks Arena Pemerintah adalah karena ada d prinsip tata kelola yang lebih rendah dari rata-rata nasional yakni indeks partisipasi, keadilan dan akuntabilitas. Besarnya Indeks partisipasi adalah 5,43 dimana rata-rata nasional adalah 5,87. Sementara itu,  Indeks keadilan sebesar 2,51, padahal rata-rata nasional sebesar 3,78, sedangkan Indeks akuntabilitas sebesar 5,43 dimana rata-rata naional adalah 5,87. 

Indeks Arena Birokrasi Provinsi Jawa Tengah mencapai 6,18 lebih tinggi dari pada rata-rata nasional 5,78. Kendatipun lebih tinggi dari angka nasional, ternyata juga ada tiga prinsip yang di bawah rata-rata nasional yakni indeks tranparansi dan efektivitas. Indeks transparansi dan efektivitas masing-masing sebesar 4,99 dan 4,64 di bawah rata-rata nasional 6,17 dan 5,38.


Demikian halnya indeks Arena Masyarakat juga lebih tinggi yakni mencapai 6,40 di atas rata-rata nasional sebesar 6,33. Kendatipun demikian, tetap ada dua prinsip yang masih rendah dari rata-rata nasional yakni partisipasi dan efektivitas. Indeks partisipasi dan efektivitas masing-masing sebesar 6,40 masih di bawah rata-rata nasional sebesar 6,53 dan 6,48.  

Sementara itu, untuk Arena Masyarakat Ekonomi mencapai 6,03 yang masih di atas rata-rata nasional sebesar 5,72. Semua indeks prinsip-prinsip tata kelola nilainya di atas rata-rata nasional kecuali adalah keadilan. Indeks keadilan berada pada angka 5,18 masih rendah di bandingkan rata-rata nasional sebesar 5,83.
3.4
Analisis indikator-indikator yang menonjol baik tertinggi dan terendah 


Untuk menganalisis mengapa secara umum hasil IGI 2012 Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,84 atau lebih tinggi sedikit dari pada rata-rata nasional sebesar 5,60 diperlukan percermatan dari sub indeks pembentuknya. Di sini akan dilihat sub indeks yang menyebabkan indeks umum menjadi rendah. Tentu saja analisis terhadap sub indeks yang rendah atau di bawah rata-rata nasional menjadi penting, karena tampaknya inilah yang menyebabkan indeks secara keseluruhan rendah. Arena Pemerintah yang besarnya dibawah rata-rata nasional yang menjadi menyumbang terbesar, IGI Provinsi Jawa Tengah masih sangat kecil itu.

Dalam Arena Pemerintah secara total indeks masih relatif rendah yakni sebesar 4,87 dimana nilainya hampir sama dengan rata-rata nasional yakni sebesar 4,86. Jika dilihat dari prinsip partisipasi indeks totalnya adalah 5,43 dibawah rata-rata nasional sebesar 5,87. Ini disebabkan ada beberapa sub indeks yang dibawah rata-rata nasionl seperti kualitas public hearing DPRD dalam pembahasan perda non APBD dan RAPBD masing-masing adalah 4,60, padahal rata-rata nasional 5,72 dan 5,83. Selain itu, inisiatif DPRD dalam melibatkan masyarakat ketika menjalankan fungsi pengawasan sebesar 4,60 juga masih rendah di bawah rata-rata nasional sebesar 5,42.


Sementara itu, jika dilihat dari prinsip keadilan, sub indeks yang rendah  adalah jangkauan DPRD dalam melakukan pengawasan pembangunan secara merata sebesar 4.60 dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,42. Selain itu, sub indeks prinsip keadilan yang di bawah rata-rata nasional adalah semua pelayanan dasar untuk masyarakat. Seperti ditunjukkan oleh besarnya anggaran APBD untuk kesehatan per kapita, kemiskinan per kapita, pendidikan untuk anak sekolah 9 tahun dimana masing-masing indeksnya adalah 1,88; 1,55 dan 1,34, sedangkan rata-rata nasional masing-masing mencapai 2,86; 3,91; dan 2,97.

Tampaknya prinsip keadilan yang rendah inilah yang menyebabkan indeks IGI Provinisi Jawa Tengah menjadi kecil. Di dalam prinsip keadilan itu terdapat tiga data yang penting yakni pengeluaran Pemprov (APBD) terhadap kesehatan, pendidikan. Dari data sekunder yang diperoleh terlihat bahwa memang pengeluaran untuk ketiga aspek itu khusus untuk Jawa Tengah relatif terendah dibandingkan dengan  Provinsi besar lainnya di Pulau Jawa. DKI Jakarta paling terbesar baik untuk pengeluaran kesehatan, kemiskinan dan pendidikan. Namun ini bisa dipahami karena sebagai daerah khusus, APBD DKI Jakarta terpusat di tingkat provinsi. Sementara jika di provinsi lain, APBD provinsi terlepas dengan APBD kota dan kabupaten, sehingga ketika APBD propinsi dibagi dengan jumlah penduduk atau siswa sekolah se provinsi nilainya akan menjadi relatif kecil.  

DIY yang mendapatkan rangking tertinggi dalam IGI 2013, mempunyai anggaran provinsi terutama untuk kemiskinan dan pendidikan sangat tinggi yakni masing-masing Rp 100.147 dan Rp 108.904, kendatipun untuk kesehatan sangat kecil hanya sekitar Rp 5.807 per kapita. Demikian pula untuk Jawa Timur yang mendapatkan peringkat ke-3, mempunyai pengeluaran yang tinggi untuk kemiskinan sebesar Rp 70.926 per kapita, sedangkan untuk kesehatan dan pendidikan masing-masing sebesar Rp 46.442 dan Rp 39.001.


Yang dapat diperbandingkan secara sepadan adalah antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, karena dari hasil IGI 2013 masing-masing menduduki ranking 16 dan 15. Provinsi Jawa Tengah mempunyai pengeluaran uintuk kesehatan lebih tinggi yakni mencapai Rp 25.848, dibandingkan Provinsi Jawa barat hanya Rp 9.455. Namun untuk pengeluaran  kemiskinan dan pendidikan, Provinsi Jawa Tengah adalah masing-masing sebesar Rp 42.108 dan Rp 40.712, masih di bawah Jawa Barat dimana masing-masing adalah Rp 50.726 dan Rp 44.688. 



Jika dilihat dari sudut prinsip akuntabilitas ada tiga sub indeks yang di bawah rata-rata nasional. Yang pertama adalah sub indeks kesesuaian target capaian prioritas RPJMD dengan capaian Pemerintah Provinsi yakni rendah hanya sebesar 1,0 dibandingkan rata-rata nasional sebesar 3,55. Kedua, adalah rasio APBD perubahan terhadap APBD penetapan tanpa adanya perubahan asumsi dasar juga menghasilkan indeks sebesar sekitar 3,33 yang masih di bawah rata-rata nasional sebesar 6,34. Ketiga, adalah komitmen anggota DPRD memperjuangkan kepentingan aspirasi politik sebesar 4,60 di bawah rata-rata nasional sebesar 5,36.

Dilihat dari prinsip transparansi terdapat dua sub indeks yang di bawah rata-rata nasional. Pertama adalah kemudahan akses pertanggungjawaban APBD Provinsi dimana sub indeks hanya mencapai 3,25 di bawah rata-rata nasional sebesar 4,61. Kedua, adalah Kemudahan akses kegiatan pengawasan DPRD Laporan Singkat, Risalah Rapat,Kunjungan Kerja Pembangunan Anggota DPRD yang mendapatkan skor 3,25 masih di bawah rata-rata nasional sebesar 3,32.

Dari prinsip efisiensi, hasil indeks terletak di atas rata-rata nasional, sehingga tidak ada sub indeks yang nilainya rendah. Yakni beberapa pertanyaan tentang waktu Penerbitan Peraturan Gubernur tentang Implementasi PERDA, Rata-rata waktu penyelesaian Perda di DPRD dalam 1 tahun terakhir, Rasio Anggaran Belanja Pegawai (Langsung+Tidak Langsung) terhadap Total APBD, dan Rasio Total Budget DPRD terhadap Total APBD mempunyai nilai indeks di atas rata-rata nasional. Ini merupakan satu-satunya prinsip di dalam arena pemerintah yang tidak ada nilai sub indeks yang rendah di bawah rata-rata nasional. Ini bisa diartikan bahwa memang efisiensi merupakan prinsip yang paling berhasil dalam Arena Pemerintah.

Sementara itu, untuk prinsip efektivitas hanya ada dua sub indeks yang dibawah rata-rata nasional yaitu Regulasi tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Disparitas Pendapatan antar Kabupaten dalam Provinsi (Indeks Wiliamson). Dimana dua sub indeks itu masing-masing sebesar 1,0 dan 4,12, sementara rata-rata angka nasional mencapai  5,36 dan 5,21. 
4.
Kesimpulan dan Rekomendasi
4.1
Kesimpulan 

a. Secara umum perkembangan Provinsi Jawa Tengah mengalami kemajuan yang cukup berarti baik bila dilihat dari aspek ekonomi maupun non ekonomi. Termasuk didalamnya adalah masalah tata kelola kebijakan publik juga banyak mengalami kemajuan. Bahkan berdasarkan penilaian Kementerian PAN, Jawa Tengah bersama dengan Jawa Timur merupakan propinsi yang mendapatkan penghargaan tertinggi dalam pelayanan publik pada tahun 2012. Kendatipun dari hasil diskusi dengan para pemangku kepentingan seperti arena masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi masih terdapat praktek-praktek kolutif terjadi dalam proyek-proyek pengadaan. Selain itu para pemangku kepentingan itu, juga masih merasakan rendahnya keterbukaan dan akses partisipasi kedalam kebijakan publik. 

b. Pada IGI 2012 ini indeks Provinsi Jawa Tengah adalah 5,85 dimana masih di atas rata-rata nasional sebesar 5,67. Secara umum terjadi peningkatan rangking IGI 2012 untuk Provinsi Jawa Tengah dibandingkan PGI 2008, Jika pada PGI 2008 Provinsi Jawa Tengah berada di rangking 22, maka pada IGI 2012 meningkat menjadi rangking ke-16. Kendatipun dibandingkan dengan Provinsi-provinsi di Jawa, posisi Jawa Tengah masih paling bawah dimana DIY (rangking 1), Jawa Timur (rangking 2), (DKI (rangking 3), dan Jawa Barat (rangking 15).
c. Di IGI 2012 untuk Provinsi Jawa Tengah terlihat bahwa dari empat arena yakni pemerintah, birokasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi sebagai komponen pembentuk indeks, ternyata arena pemerintah yang mempunyai nilai di bawah rata-rata nasional. Dengan kata lain, arena pemerintah memberikan kontribusi negatif terhadap indeks secara keseluruhan. Nilai indeks pemerintahan yang rendah itu disebabkan oleh masih kecilnya anggaran Pemprov untuk kesehatan, kemiskinan, dan pendidikan.

4.2 Rekomendasi
a. Pemprov sebaiknya membuka akses lebih luas kepada bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi mengawasi proses kebijakan publik, sehingga kebijakan publik yang dihasilkan akan lebih transparan dan akan meminimalkan praktek-praktek kolusi.

b. Pemprov seharusnya meningkatkan anggaran untuk kesehatan, kemiskinan dan pendidikan dalam rangka untuk menjamin rasa keadilan dan kepedulian, sehingga akan akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
� Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), 28/3/2013 menyerahkan penghargaan bagi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang masuk dalam kategori Provinsi terbaik dalam pelayanan publik pada tahun 2012. � HYPERLINK "http://setkab.go.id/berita-8020-inilah-unit-pelayanan-publik-terbaik-pilihan-kementerian-pan-rb.html" ��http://setkab.go.id/berita-8020-inilah-unit-pelayanan-publik-terbaik-pilihan-kementerian-pan-rb.html�,  





� Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 66 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggung Jawab dan Pemeringkatan Kementerian/Lembaga, Pemprov, dan Pemkab/Pemkot dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, terdapat 5 (lima) komponen dasar yang dinilai yaitu perencanaan; pengukuran; pelaporan; evaluasi, dan capaian kinerja.
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